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Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, penguasa tunggal
dalam pemerintahan desa dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan
dea berdasarkan kedudukan dan kewenagan serta tugas-tugasnya yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, BPD berkedudukan
sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan desa diharapkan dapat menjalan
fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD
dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa. BPD
mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan
menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar
pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan
sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai
alat kontrol pemerintah desa.t

Pada desa kapuwila pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan
atau kebijakan tidak selalu melibatkan BPD, atau adanya miskomunikasi dan
misunderstanding yang menimbulkan terjadinya disharmonisasi yang kemudian
berimbas pada kerja sama yang membuat roda pemerintahan desa tidak berjalan
dengan baik. Masalah di atas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan No. 11 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 1
Tahun 2016 tentang desa dalam pasal 75 ayat (2) “ Musyawarah desa
merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa
dan unsur masyarakat hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan
pemerintah desa”. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis
penelitian tentang “Relasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perspektif
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Desa”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan dengan kata lain yang
merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang didapatkan dengan penelitian
secara lapangan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan
maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan bahan yang dibutuhkan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris

! Kadir. Munawir. Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Pembangunan Desa. skripsi, dipublikasikan: repository.uin.alaudding.ac.id. Makassar.
2016, h.4.
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adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum
dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan
masyarakat. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis bahan menggunakan
reduksi bahan, display bahan, dan penarikan kesimpulan dan verivikasi bahan.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Relasi Pemeritah Desa dan BPD di Desa Kapuwila Berdasarkan

Peraturan Daerah Konsel No. 11 Tahun 2017
Hubungan kerja sama Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah

desa yaitu:
1. Kemitraan artinya kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip
kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
2. Konsultatif artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa
mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam
pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa kepala desa dan BPD melakukan koordinasi
yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.?
A. Hubungan Kerja Dalam Kemitraan

Badan Permusyaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara
Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan
jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas
wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota
BPD di Desa kapuwila sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas :

1. Ketua: 1 orang

2. Sekretaris: 1 orang

3. Bendahara: 1 orang

4. Anggota: 2 orang

2 Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal 1US. 2015, h. 215
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Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di
Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan
aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD
dan lembaga masyarakat lainnya. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Perda
Konsel No 11 Tahun 2017 huruf ¢ mengawal aspirasi masyarakat adalah
kewajiban untuk BPD yang harus dilaksanakan pada setiap desa.

Dasar dari penelitian ini adalah Pasal 75 ayat (2) Perda Konsel No. 11
Tahun 2017 perubahan atas Perda Konsel No.1 Tahun 2016 tentang desa
yang berbunyi “ Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan
yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa”. Dalam Pasal 75 ayat (5) Maksud dari hal yang bersifat
strategi adalah “ a. penataan desa; b. perencanaan desa; c. kerja sama desa;
d. rencana investasi yang masuk ke desa; e. pembentukan bumdes; f.
penambahan dan pelepasan asset desa; g. kejadian luar biasa”.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Begitu pula
dengan desa kapuwila dimana untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakatnya kepala desa kapuwila melakukan pembangunan desa untuk
mensejahterakan desa maupun masyarakat, yang sesuai dengan visi dan
misi kepala desa yaitu membangun desa agar lebih maju dan sejahtera.®

Hasil penelitian pada Desa Kapuwila pemerintah desa dalam
melaksanakan pembangunan atau kebijakan tidak selalu melibatkan BPD,
atau adanya miskomunikasi yang menyebabkan disharmonisasi yang
berimbas pada kerja sama. Ketua BPD hanya menyebutkan dua contoh
kasus untuk relasi mereka yang kurang baik untuk desa kapuwila. Dalam
hal perubahan penerima bantuan Covid kepala desa langsung membuat
keputusan saja tanpa adanya musyawarah bersama BPD, dimana seharusnya
BPD dalam hal tersebut ikut melakukan musyawarah. Sedangkan dalam hal
pembangunan masjid kurangnya himbauan kepala desa terhadap masyarakat
agar ikut bergotong royong dalam pembangunan tersebut. Namun pada

3 Sudiarta, | Nengah. Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pembangunan Desa di Bidang Pendidikan. Jurnal Widya Accarya. 2017, h.5.
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dasarnya lebih banyak kegiatan yang dimusyawarahkan daripada tidaknya,
pernyataan diatas hanyalah contoh dari tidak adanya musyawarah didesa
yang mengakibatkan relasi pemerintah di desa berjalan kurang baik. Tentu
hal ini bertentangan dengan Perda Konsel No 11 Tahun 2017 perubahan
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang desa dalam pasal 75 ayat (2).
Dimana seharusnya musyawarah desa dilakukan bersama-sama oleh kepala
desa dan BPD maupun masyarakat. Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar
dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah
bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi.

B. Hubungan Kerja Dalam Konsultatif

Dalam menjalankan pemerintahannya kepala desa harus mendapat
persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang sudah diatur dalam
Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 perubahan Perda Konsel No. 1 Tahun
2016 tentang desa dalam pasal 75 ayat (2) “ Musyawarah desa merupakan
forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur
masyarakat hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintah
desa”. Dalam Pasal (5) Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 hal yang bersifat
strategi sebagaimana yang dimakud pada ayat (2) meliputi: a). penataan
desa; b). perencanaan desa; c). kerjasama desa; d). rencana investasi yang
masuk ke desa; e). pembentukan bumdes; f). penambahan dan pelepasan
aset desa; g). kejadian luar biasa. Berdasarkan data yang telah di dapatkan
bahwa ada bebarapa kasus yang tidak di musyawarahkan bersama namun
dalam hal ini pemerintah desa sebagai pemegang kuasa tertinggi di tingkat
desa mengambil keputusan sendiri sehingga merugikan belah pihak. Selain
itu kurangnya konsultasi antara pemerintah desa dan BPD contohnya dalam
bidang pembangunan masjid.

Rapat desa di kapuwila berdasarkan absen rapat telah dilaksanakan
secara bermusyawarah oleh pemerintahan desa dengan dihadiri oleh: kepala
desa, sekretaris desa, anggota BPD, ketua LPM, kaur keuangan, Kasi
pelayanan, RT 1-8, kepala dusun 1-4, kaur perencanaan, imam desa, tokoh
agama, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kaur umum, maupun
perwakilan masyarakat. Berdasarkan beberapa absen rapat yang telah di
dapatkan oleh penulis dari sekretaris desa, penulis melihat dari absen
tersebut BPD telah ikut dalam melakukan musyawarah desa namun diwakili
oleh anggota. Dalam musyawarah desa salah satu anggota BPD dapat
mewakili untuk hadir dalam melaksanakan musyawarah desa dan rapat
tersebut dianggap sah.
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C. Hubungan Kerja Dalam Koordinatif

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa
merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara Kepala Desa
maupun BPD, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan
suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan
manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu
antara BPD dan Kepala Desa harus sejalan.

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki
fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan
pemerintahan desa. Oleh karena itu kehadiran pemerintah desa dan BPD
diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab
yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang
baik dengan pemerintah desa. Begitupun dalam hal pembangunan di desa
kerja sama antar BPD dan pemerintah desa adalah suatu hal yang penting
dan tidak dapat di abaikan begitu saja. Pentingnya pemerintah desa dan
BPD dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan atau pembangunan di
masyarakat maupun aparatur lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan
dalam pembangunan dan kegiatan tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa kerja sama pemerintah desa dan BPD
dalam bentuk koordinatif sudah dijalankan dengan baik, mengacu kepada
penuturan kepala desa, remaja masjid dan perwakilan masyarakat desa.
Meskipun dalam hal ini BPD menyebutkan bahwa kepala desa kurangnya
perhatian dalam hal pembangunan masjid seperti kurangnya himbauan
kepada warga untuk melakukan gotong royong. Selanjutnya penulis
menyimpulkan bahwa adanya misunderstanding antara pemerintah desa dan
BPD, dimana yang terjadi di lapangan adalah koordinasi kepala desa dalam
hal pembangunan telah berjalan dengan baik namun yang BPD tuturkan
kurangnya perhatian dalam hal himbauan kepada warga.

Dengan adanya perbedaan pernyataan tersebut yaitu antara BPD,
kepala desa, sekretaris desa dan informan yang telah disebutkan diatas maka
peneliti menyimpulkan relasi antara pemerintah desa dan BPD kapuwila
kurangnya komunikasi untuk bekerja sama dalam membangun desa
sehingga terjadi adanya disharmonisasi serta misunderstanding terhadap
roda pemerintahan desa. Dalam Perda Konsel No 11 Tahun 2017 Pasal 75
ayat (2) “Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang
diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk
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memusyawarahkan hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa” yang menjadikan dasar kepala desa dan BPD
memutuskan segala sesuatu bersama namun karena adanya disharmonisasi
antara mereka sehingga mengakibatkan  misunderstanding  dan
miskomunikasi dalam pelaksanaanya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Pemerintah Desa dan BPD
a. Kerja Sama Antara Kepala Desa dan BPD

Kerja sama antara kepala desa dan BPD dalam melaksanakan
pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam mencapai
pemerintahannya yang demokratis antara kepala desa dan BPD pola
hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan
itikad baik. Kepala desa dan BPD harus tetap duduk bersama melakukan
konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan
rapat atau musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kehadiran BPD dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan
kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.* Namun dalam penelitian yang
dilakukan peneliti menunjukan bahwa antara BPD dan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-
praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada
terjadinya konflik serta menunjukan kecenderungan terjadinya dominasi
kepala desa dan BPD.

Menurut sumber wawancara yang peneliti dapatkan seperti yang
sudah dituangkan diatas bahwa BPD menyebutkan ada beberapa hal yang
tidak di musyawarahkan bersama namun lebih banyak yang
dimusyawarahkan ini yang menjadi permasalahan dalam desa kapuwila
kurangnya kerja sama yang harmonis dalam pembangunan desa, tentunya
faktor kurangnya kerja sama ini yang menjadikan penghambat desa untuk
maju karena kurangnya musyawarah pemerintahan.

b. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus

dilakukan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang

4 Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja....h. 209.
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ingin memperbaiki mutu hidupnya. Partisipasi masyarakat merupakan
perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung jawab
masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk
memperbaiki mutu hidup mereka. Pengertian partisispasi/peran serta pada
dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara
aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam
keselurahan proses kegiatan pembangunan. Tumbuh dan perkembangannya
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya
kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat
untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Ada tiga unsur
pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi
masyarakat, yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi, 2) Adanya kemauan masyarakat untuk
berpartisipasi, dan 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya unsur kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, pada
umumnya berkaitan dengan kemauan politik pemerintah untuk melibatkan
masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut,
mengutip pendapat Raharjo (1982), bahwa ada tiga variasi bentuk
partisipasi masyarakat yaitu: 1) partisipasi terbatas, 2) partisipasi penuh, dan
3) mobilisasi tanpa partisipasi.

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan
pemerintah desa dalam melakukan pemerintahan desa. besarnya dukungan
dengan sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD dan
pemerintah desa menjadikan lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat
melaksanakan fungsinya. Dukungan msayarakat tidak hanya pada
banyakanya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan pemerintahan desa.
Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala
keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk
dilaksankan. Namun, sumber daya manusia penduduk desa kapuwila ini
masih relatif rendah. Tingkat pendidikan masyarakat desa kapuwila
mayoritas rendahlah yang membuat daya kritis masyarakat relatif rendah
juga, masyarakat yang ada di desa kapuwila cenderung tidak peduli akan
hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam
mempengaruhi kebijakan publik, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya
pendidikan politik masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk membangun desa kapuwila masih
tergolong relatif rendah, masyarakat yang acuh dalam pembangunan

155



Qaimuddin Vol.1 No.2, September 2021

membuat pemerintahan desa sulit untuk melancarkan aksi pemerintahannya.
Gotong royong masyarakat desa kapuwila masih harus di pantau oleh
pemerintah desa agar terus berjalan dengan baik dan lancar.

Secara umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, dikarenakan masyarakat berpartisipasi
dalam memberikan input. Selain itu, masyarakat tidak atau kurang
informasi yang jelas tentang kesempatan yang disediakan untuk
berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

c. Faktor Politik

Menurut Perda Konsel No. 1 Tahun 2016 Pasal 76 ayat (4)
berbunyi: pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: a)
persiapan, b) pencalonan, c) pemungutan suara, d) penetapan.

Desa adalah embrio bagi terbentukmya masyarakat politik dan
pemerintahan di Indonesia dan basis bagi demokrasi bangsa, salah satunya
dapat ditunjukkan melalui aktivitas pemilihan kepala desa (Pilkades).
Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang
bertujuan untuk memilih pemimpin dalam masyarakat. Sebagaimana
pemilihan yang lain, dalam proses inipun ada yang menang dan yang ada
kalah, dan tidak setiap kekalahan dapat diterima dengan lapang dada. Tidak
sedikit calon yang kalah dalam pemilihan dengan berbagai sebab dan alasan
merasa dirugikan atas hasil yang diperolehnya dalam pemilihan. Aktivitas
pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan
bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades tidak semata
perebutan kekuasaan dalam rangka sukseskan kepemimpinan di desa atau
bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari
masyarakat desa. Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014
Pasal 39 ayat (1) kepala desa memegang jabatan selama enam (6) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pada tahun 2018 desa kapuwila mengadakan pemilu kepala desa
dimana yang menjadi calonnya adalah kepala desa masa sekarang yaitu
bapak Sarmidi dan ketua BPD bapak Malik, kemudian yang memenangkan
pemilu tersebut adalah bapak Sarmidi. Tidak bisa dipungkiri konflik politik
masih terus bergulir setelah pemilihan dimana ketua BPD kontra kepada
kepala desa. Kasus pemilihan kepala desa menimbulkan konflik terkait
dengan adanya hasil pemilihan yang dianggap terjadi indikasi kecurangan
pemungutan suara. Padahal seharusnya setelah pemilihan kepala desa
masing-masing kandidat bersatu untuk membangun desa agar lebih maju.
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D. Kesimpulan

Hubungan pemerintah desa dan BPD di desa kapuwila terlihat kurang
berjalan dengan lancar atau terjadi disharmonisasi, miskomunikasi, dan
misunderstanding antara pemerintah desa dan BPD sehingga berdampak
terhadap tata keola kelembagaan desa dan buruknya kerja sama dalam hal
pembangunan baik secara kemitraan, koordinatif, dan konsultatif. Mengacu pada
Pasal 75 ayat (2) bahwa musyawarah adalah forum yang diikuti oleh BPD dan
masyarakat yang bersangkutan, dalam hal ini BPD mengungkapkan tidak
dilibatkannya dalam forum musyawarah desa, namun kepala desa dan sekretaris
desa mengungkapkan hal yang berlawanan dari sini penulis melihat adanya
hubungan kurang baik yang terjadi. Serta kerja sama antara BPD dan kepala
desa dalam hal pembangunan dimana BPD mengungkapkan kurangnya
koordinasi dari kepala desa namun menurut penjelasan dari kepala desa,
perwakilan masyarakat dan remaja masjid mengungkapkan bahwa kepala desa
telah menjalnakan tugasnya dengan baik dalam artian ini adalah koordinasi
dalam hal pembangunan di desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah
desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan wewenang adalah kerja sama
antara pemerintah desa dan BPD, partisipasi masyarakat, dan faktor politik
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